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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 27 TAHI.}N 2OO7

TENTANG

PETUNJUK PELAKsANAAN P EMBENTUKAIT, PENG GABUNGAI{ U�TT PTNCHAPUSAN

Menimbang

Mengingat

GAMPONG DAN ATAU KELURAHAN DALAM KOTA LAI\GSA

WALIKOTA LANGSA, I

: a. bahwa dalam rangka pengembangan wilayah dan kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan,
pemerataan Pem[angunan, Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada _masyarakat.
secara et'ektif dan edsien dipandang perlu dilakukan Pembentukan, Penggabungan dan

Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa ;

b. bahwa untuk metaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Menteri

Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan,

Penggabun[an Gampong Dan Perubahan Status Gampong Menjadi Kelurahan

dipandang 
-perlu 

mengatur tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan

Campong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Petunjuk Pelaksanaan

Fembentukan, penggabungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam

Kota Langsa

: l. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999'tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
propinii Daerah'Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan

l.embaran Negara Nomor 3893) ;

Z. Updang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota langsa (L,ernbann

Negara,Tahun i6Ot Nomor 83, ambahan Lembaran Negara Nomor 4100) ;

' 
3. Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negari tatrun Z0O+ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
penJapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

menjadi- Undang-Undanf ltembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 454E) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4633) ;

5. peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan lxmbaran Negara Nomor 4587) ;

6. peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor !8 
'l'ahun 2006 Tentang Pembentukan,

pcnghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Stattrs Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAITi:

: PERATURAN WALIKOTA T,ANGSA TENTANG PETIJNJUK PELAKSANAAN

PEMBEN'TUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG DAN ATAUMenetapkan

KELURAHAN DALAM KOTA LANGSA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang di^naksud dengan :
l. Daerah adalah Kota Langsa .
2. Pemerintah Daerah adalah lValikota dan perangkat Caerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakl'at Kota, selartjutnyn disebut DPRK adalah DPRK Langsa.
5. Camat adalah Camat dalam Kota Langsa.
6. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas

gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri,
berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imum Mukim.

'1. Pemerintah Campong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Gampong.

E. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha
Peuet Gampong (TPC) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Gampong adalah kesatuan n,asyarakat hukum 1,ang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yangdiakui dan dihorrnatidalanr sistem Pemcrintaltan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kelurahan adalah wilayalr kerja lurah sebagai perangkat xabupaten / Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
I l. Tuha Peuet Gampong selaniutnya disingkat TPG, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelengg&raan penrerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
12. Tokoh Masyarakat adalah Kalangan Pimpinan / Tokoh dari unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat

dijadikan contoh teladan bagi kalnngan tua, pemuda, maupun perempuan.
13. Penrbcntukan Ganrpong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang

bersandirrgen, atau penrckararr dari satu Gantpong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembennrkan
Gamporrg diluar Gampong yang telah ada.

14. Pengilapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang ada sebagai akibat tidak'lagi
memenuhi persyaratan.

15. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua Gampong atau lebih menjadi Gampong Baru.
16. f im Observasi adalah Tim leknis yang dituniuk oleh Walikota Langsa yang bertugas menilai kelayakan

Pembentukan, Penggal:ungan dan Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dalam Kota Langsa.

BAB II
PEMBENTUKAI\ GAMPONG

Bagian Kesatu
TU.IUAN PEMBBNTUKAN GAIVIPONG

Pembcntukan Gampong
kesej ahteraan masyarakat

Pasal2

lrerlujuan untuk meningkatkarr petay'anan puhlik guna mempercepat terwujudnya

Bagian Kerlua
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAI\ GAMPONG

Pasal3

Syarat-syarat Pembentukan Canrpong :
a. Jumlah penduduk sekurang.kumngrya 1.000 jiwa atau 200 KK ;
b. Luas wilayah dapat dijangkau dalarn meningkatkan pelayanan dan Pernbinaan mas-, rrakat;
c. Wilayah kerja menriliki-iaringan perlrubungan atau kornunikasi antar dusun ;
d. Sosial brdaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat

sesuai dengan adat istiadat setempat :
e. Potensi Campong yalrg nreliputi sumber daya alanr dan sumber daya manusia ;
f. Batas Garnpong yang dinyatakan dalam bentuk peta Gampong yang ditetapkan dengan Qanun ;
g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Gampong dan perhubungan

seperti tersedianya lahan untuk kantor geuchik dan Tuha Peuet Gampong (TPG).



( l )

(2)

Bagian Ketiga
TATA CARA PEMBENTUKAN GAIVTPONG

Pasal 4
Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul gampong, adat istiadat dan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan setelah mencapai usia
penyelenggaraan pemerintahan gampong dan atau kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

( I ) Tatacara Pembentukan Gampong adalah sebagai bcrikut: .
a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Gampong;
b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Gampong kepada TPG dan Geuchik.
c. TPG mengadakan rapat bersama Geuchik untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan

Gamptlng. dan kcscpakatan rapat dituangkan dalanr Bcrita Acara llasil RapatTPG tentang Pembcntukarr
Campong;

d. Geuchik mengajukan usul pembentukan Gampong kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita
Acara Hasil Rapat TPG dan rencana wilayah adrninistrasi Garnpong yang akan dibentuk serta
rekomendasi Imunr Mukirn setempat ;

e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Geuchik, walikota menugaskan Tim
bersama Tim Kecanratan untuk melakukan observasi ke Gampong yang akan

Pemerintah Kota Langsa
dibentuk, yang hasilnya

menjadi bahan rekomendasi kepacla Walikota:
f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak

Rancangan Qanun tentang Pembentukan Campong;
g. Penyiapan rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus

melibatkan Imtrm Mukim pemerintah Gampong, TPG. dan unsur masyarakat Gampong, agar dapat
ditetapkan secara tc'pat lratas-batas rvilay,ah Gampong yang akan dibentuk:

h. Walikota mengajukart rancarrgan Qanun tcntang Pembentukan Gampong hasil pembahasalr Imum
Mukim pemerintah Carnpong, TPG, dan unsur masyarakat Gampong kepada DPRD dalam forum rapat
pa:ipurna DPRK;

i. DPRK bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun tentang pembentukan
Gampong, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Imum Mukim Pemerintah Gampong, TPG, dan
unsur masyarakat Gampong;

j. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan
Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun;

k. Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf j,
disampaikan oleh Pimpinan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama:

l. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan
oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
dan

m. Dalam hal sahnya Rancangan Qanun tentang
Walikota sebagaimana dirnaksud pada huruf I,
dalam Lembaran daerah.

Pembentukan Gampong yang telah ditetapkan cleh
Sekretaris Daerah mengundangkan Qanun tersebut di

(2) Tatacara Pembentukan Garnpong dari pemekaran kelurahan adalah sebagai berikut:
a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Gampong;
b. Masyarakat rnenga.iukan usul pembentukan Gampong kepada Lurah.
c. Lurah mengadakan rapat bersama tokoh masyarakat untuk membahas usul masyarakat tentang

pembentukan Campong. dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Lurah
tentang Pembentukan Gampong;

d. Lurah mengajukan usul Pembentukan Gampong kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara
Hasil Rapat Lurah dengan Tokoh Masyarakat dan rencana wilayah administrasi Gampong yang akan
dibentuk serta rekornendasi Imum Mukim setempat ;

e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Walikota menugaskan Tim Pemerintah Kota Langsa
bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Gampong yang akan dibentuk, yang hasilnya
menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;

f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Gampong baru, Walikota menyiapkan
Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong;

g. P'enyiapan rancangan Qanun tentang pcmbentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf 1, harus
rnelibatkan Imunt Mukirn pemerintah kelurahan dan unsur tokoh masyarakat kelurahan, agar dapat
ditetapkan sccara tcpat batas-batas rvilayah Gampong yang akan dibentuk; t

h. Walikotu...'.1A.



h. Walikota mengajukan rancangan Qanun tentang Pcmbentukan Campong hasil pembahasan lmum

Mukim pemeriniah kelurahan dan unsur tokoh masyarakat kelurahan kepada DPRK dalam forum rapat

paripuma DPRK;
bpnf bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun tentang pembentukan

Gampong, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Imum Mukim Pemerintah kelurahan dan unsur

tokoh masyarakat kelurahan ;
Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong dalam lingkungan kelurahan yang telah disetujui

bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota unfuk

ditetapkan menjadi Qanttn:
penyampaian Roncorlgun Qanun tentang Pembentukan Gampong dalam lingkungan kelurahan

sebagaimana dimaksud pacla huruf .i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal persetujrran bersama: '

Rancangan Qanun terrtang Pcnrbcntukan Garnpong dalam lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud

pada huruf k, ditetapkan oleh Watikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan

J .

k.

tersebut tlisetujui bersama; dan
m. Dalam hal sahnya Rancangan Qanun

Walikota sebagairnana dimaksud pada
dalam Lernbaran drerah.

tentang Pembentukan Campong yang telah ditetapkan oleh
huruf I, Sekretaris Daerah mengundangkan Qanun tersebut di

Pasal6

pembentukan Gampong di luar Gampong dan atau Kelurahan yang telah ada, diusulkan oleh Geuchik dan atau

Lurah kepada Walikoti melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagAimana diatur dalam pasal 5 ayat

(l ) dan ayat (2)

BAB III

PE,NGGABUNGAN DAN PENGHAPUS${ GAMPONG DAI\ ATAU KELURAHAN

Pasal T

(l) Ca:npong yang karerra perkernbangan tidak lagi menteltuhi syarat sebagainrana dimaksud dalam pasal 3,

dapat digabung dengan Gampong dan atau Kelurahan lain atau dihapus.
(Z) Penggabrrngan arau Penghapusan Gampong dan atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

terlebih dahllu dinrusl,a,rvarahkan oleh Penrerintah Ganrporrg dan atau Kelurahan dan TPG serta dengan

masyarakat gampong rnas ing-rnasing.
(3) Hasil musyawarah sebagainrarra dinraksud pacla ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersatna Geuchik

dan atau l,,urah yang bcrsarrgktrtan.
(4) Keputusan Bersanra Geuchik dan atau l.urah sebagainrana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah

satu Ceuchik datt atau l-urah kepada Walikota rnelalui Camat.
(5) lla-sil MLrsyarvarah kcputusan bcrsanra scbagairnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengkajian oleh

Tim Teknis Pemtren(ukan. Ptnggabungan dan Pcnghapusan Gantpong dan atau Kelurahan dalam Kota

Langsa.
(6) Hasil Penggabungan atau Penghapusan Gampong datt atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ditetapkan dengan Qanun .

I'asal 8

(l) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Gampong dan atau Kelurahan diatur dengan Qanun.
(2) Qanun sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) memuat antara lain :

a. tujuan;
b. syaraU

mckanisme:
penghapusan narra Canrpong yang digabung;
narna Gampong vang baru dibentuk;
pengaturan pemcrintahan Gampong;
pengaturan sarana dan prasarana;
pengatrrran lenrbaga kcmasyarakatanl
pcngatlrran kekuynutr (iantpong: clatt
pengaturan batas u'ilayalr Canrpong yang dilcngkapi dengan peta Campong.

BAB



BAB IV
PEMI}IAYAAN

lhsnl9

Pernbiayaan pembentukarr, pengrabungan dan penghapusan Gampong dan atau Kelurahan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Langsa.

BAB V
PEMBINAAN DAI\ PENGAWASAN

Pasal 10

( t )

(2)

Pembinaan dan Pertgarvasan terhadap Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Gampong
Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa.
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui penrberian
umum, bimbingan, pelatihan. arahan dan superl,si.

dan atau

pedoman

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal I I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita
Daerah Kota l,angsa

Ditetapkan di
vadatanyal

//

Aw,

Langsa
2 8  M e i  2 0 0 7 M
l0  Jurnadi lAwal  1428 H

Diundangkan d;
pada tanggal

Laugsa
28 -\1-s- L--._?0!2-\d
l 0  Jurnar l i l  A rva l  l42 t t  l . l
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P lh .Sekrctaris Dircrah

M. DJAKF'AR DJUNED

LAI{GSA

BERITA DAERAH KOTA LANGSA ]'AHUN 2007 NOMOR:27


